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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Memasuki milenium ketiga, dunia mengalami Pasar Globalisasi Ekonomi
yang wujud nyatanya adalah liberalisasi pasar yang terbuka dan bebas. Proses ini
sudah tidak mungkin dapat dihindari lagi, karena kian hari kian membesar efeknya
bagaikan bola salju. Liberalisasi ini adalah sebuah upaya besar (grand design) yang
sulit dibendung negara-negara di dunia. Tren ini tidak mungkin dihindari, karena
begitu kuat pengaruhnya terhadap negara-negara pro globalisasi dan liberalisasi yang
secara ekonomi dan politik amat kuat dan berpengaruh. Walaupun situasi dan kondisi
yang berat di segala bidang dengan penuh rasa optimistik dan bekerja sekuat tenaga,
Indonesia harus tetap melaju dan mempersiapkan diri untuk bersaing di Pasar
Internasional. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat pada
akhir abad ini, seolah-olah batas suatu negara sudah tidak ada lagi. Teknologi
Informasi ( TI ) telah mengglobal. Seluruh aspek kehidupan manusia mengalami
perubahan dan perkembangan serba cepat di berbagai bidang kehidupan, termasuk di
sektor Pasar Modal.'

Salah satu lembaga keuangan non-perbankan, yang dapat melakukan

pengumpulan dana dari masyarakat, adalah Pasar Modal. Pasar Modal merupakan

!, M.Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia, Edisi
Pertama, Pranada Media, Jakarta, 2004, Hal 21-23
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sebuah institusi yang dapat dijadikan jembatan antara pemilik modal dan yang
membutuhkan modal. Pasar Modal ini dapat dipandang sebagai sarana efektif untuk
membantu pemerintah dalam rangka pencarian dana untuk pembangunan.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang didukung oleh
peningkatan teknologi komunikasi itu, semakin meningkat pula upaya berbagai
perusahaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan kegiatan dalam rangka
untuk meraih dana untuk ekspansi bisnis dengan berbagai cara. Kegiatan yang
dilakukan perusahaan-perusahaan tersebut menyebabkan kegiatan perekonomian di
seluruh dunia termasuk di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat pesat.2

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ( UUPM ),
merupakan sumber hukum berdirinya Pasar Modal di Indonesia. Tujuan dibentuknya
Pasar Modal di Indonesia dapat ditemukan di dalam Alinea ke Empat Penjelasan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Undang-Undang Pasar Modal, yang

menyatakan bahwa :

“Pasar modal bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional
dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan, dan stabilitas
ekonomi nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka
mencapai tujuan tersebut, Pasar Modal mempunyai peran strategis sebagai
salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha, termasuk usaha menengah
dan kecil untuk pembangunan usahanya , sedangkan di sisi lain, Pasar

Modal juga merupakan wahana investasi bagi masyarakat termasuk pemodal

kecil dan menengah”.

2. Asril Sitompul, Pasar Modal (Penawaran Umum dan Permasalahannya), PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2004, Hal 1




Secara garis besar, Pasar Modal dapat diartikan sebagai suatu lembaga
( institution ) yang mekanismenya menyediakan dana jangka menengah dan jangka
panjang bagi investor dunia usaha, pemerintah dan perorangan, di mana berbagai
instrumen yang ada telah siap untuk dialihkan.’

Hakikat Pasar Modal, sebagaimana pasar umumnya, adalah tempat
bertemunya penjual dan pembeli. Pasar ( market ) merupakan sarana mempertemukan
aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa.

Pengertian modal ( capital ) dapat dibedakan :

1. Barang modal ( capital goods ) seperti tanah, bangunan, gedung, mesin.

2. Modal vang ( fund ) yang berupa financial assets.

Pasar Modal (' capital market ) mempertemukan pemilik dana ( supplier fund )
dengan pengguna dana ( user fund ) untuk tujuan investasi jangka menengah
( middle-term investment ) dan panjang ( long-term investment ). Kedua belah pihak

melakukan jual beli yang berwujud efek, yang diilustrasikan sebagai berikut :

Pemilik / Penjual dana

Pemakai / Pembeli

( Supplier of Fund ) Capital Market | uuliy, Dana ¢ User of Fund )

3 "
- Pandji Anaroga dan Piji Pakarti, Pengantar Pasar Modal, Cetak ; . :
Semarang, 2001, Hal 9 g » Cetakan Ketiga, Rineka Cipta,




Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana ( perusahaan terbuka )
menyerahkan surat bukti kepemilikan efek. Dalam aktivitas sehari hari Pasar Modal
kebanyakan dilakukan di suatu tempat yang disebut dengan Bursa Efek.*

Dalam rangka membangun Pasar Modal Indonesia yang sehat dan dinamis
serta berdaya guna dalam menunjang pembangunan nasional, maka langkah yang
sangat krusial adalah dengan mengantisipasi kejahatan dan pelanggaran dalam
pelaksanaan sehari-hari kegiatan ekonomi di Pasar Modal. Untuk mengantisipasi hal
di atas perlu dibentuk Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang dibentuk dengan
keputusan Presiden RI No 52 Tahun 1976 adalah suatu badan yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Fungsi dan tugas Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di samping sebagai Pengawas Pasar Modal
juga melakukan fungsi penyclenggaraan bursa sejak diaktifkan kembali Pasar Modal
Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1977.°

Mengingat Pasar Modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia
usaha dan scbagai wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan
strategis untuk menunjang pembangunan nasional, kegiatan pasar modal perlu
mendapatkan pengawasan agar pasar modal dapat berjalan secara teratur, wajar,
cfisicn, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat (UUPM Pasal 4).

Untuk itu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan diberi kewenangan

‘. M.Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, Op Cit, Hal 10 - 11

S 16T *. Departemen Keuangan R1 ( Bapepam-LK ), Sekilas Pasar Modal Indonesia, Jakarta, 2000
a 2




luar biasa dan kewajiban untuk membina, mengatur, dan mengawasi setiap pihak

yang melakukan kegiatan di pasar modal. Pengawasan tersebut dapat dilakukan

dengan menempuh upaya-upaya, baik yang bersifat preventif dalam bentuk aturan,

pedoman, bimbingan, dan arahan maupun secara represif dalam bentuk pemeriksaan,

penyidikan, dan pengenaan sanksi®. Jadi dapat digambarkan bahwa, fungsi Badan

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bila dilaksanakan dengan sebenar-

benarnya maka akan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pasar modal secara global,

sebab dimana-mana yang namanya otoritas Pasar Modal, seperti juga SEC

( Securities Exchange Commision ) di Amerika Serikat, selalu mempunyai 3 fungsi

utama, yaitu :

Fungsi Rule Making. Dalam hal ini Otoritas Pengawas dapat membuat aturan-
aturan main untuk pasar modal. Fungsinya seperti ini disebut juga sebagai
fungsi Quasi Legislative Power. Jadi merupakan kewenangan legislatif.
Fungsi Adjudicatory. Ini merupakan fungsi otoritas pengawas untuk
melakukan fungsinya sebagai Quasi Judicial Power. Jadi merupakan
kewenangan judicial seperti yang dilakukan oleh suatu peradilan. Termasuk
ke dalam fungsi ini misalnya mengadili atau mencabut izin ataupun melarang
pihak-pihak pelaku di pasar modal untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-
kegiatan di pasar modal.

Fungsi Investigatory — Enforcement. Fungsi ini membuat otoritas pengawas

mempunyai wewenang investigasi dan penegakan hukum. Hal ini dilakukan

3. M. Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit, Hal 115-116




dengan memberikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan kewenangan penyelidikan dan penyidikan, yang menjadikannya

semacam polisi khusus.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan merupakan palang
pintunya pasar modal. Lembaga ini merupakan benteng sekaligus ujung tombak
dalam melakukan law enforcement dari kaidah-kaidah hukum pasar modal. Karena
itu, apakah Pasar Modal akan menjadi lebih baik, lebih aman, adil dan tertib, atau
sebaliknya semakin kacau, penuh trik-trik dan spekulasi dari para aktor Pasar Modal
dan spekulan yang bringas dan penuh nafsu, itu semua tergantung bagaimana Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tersebut membawa diri. Termasuk
juga di sini kerapihan sistem yang ada di Badan Pengawas Pasar Modal Dan
Lembaga Keuangan, kejelasan aturan main, dan yang paling penting : obsesi, visi dan
kesigapan dari orang-orang yang duduk di Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan itu sendiri.’

Visi dan misi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan lembaga Keuangan
adalah menjadi otoritas Pasar Modal yang berkuallitas internasional yang mampu
mendorong, mengawasi, dan memelihara pasar schingga dapat berdaya saing global,
dan mendukung perkembangan ckonomi nasional dan juga menciptakan iklim yang
kondusif bagi perusahaan dalam memperolch pembiayaan dan bagi pemodal dalam

melakukan alternatif infestasi. Dalam misi sosial budaya Badan Pcngawas Pasar

6. Munir Fuady, Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum), Buku Kesatu, PT Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, hal 115-116



Modal dan Lembaga Keuangan adalah mengembangkan masyarakat yang
berorientasi Pasar Modal dalam membuat keputusan pembiayaan investasi,
sedangkan dalam misi kelembagaan mewujudkan Badan Pengawas Pasar Modal
menjadi lembaga yang independen dan berkualitas intenasional yang selalu
memperbaharui dan mengembangkan diri 8,

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan bertugas dan berfungsi
sebagai ujung tombak dan front terdepan dalam menegakkan hukum Pasar Modal.
Karena itu, di tangannya terletak baik buruknya praktek Pasar Modal di Indonesia.
Undang-undang No. 8 Tahun 1995 memberikan kedudukan kepada Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai lembaga yang “banci” dan
“ambivalensi”. Maksudnya adalah satu pihak ke pundak Badan Pengawas Pasar
Modal dan Lembaga Keuangan diberikan tugas yang luar biasa besar, tetapi di lain
pihak kedudukannya secara lembaga birokrasi justru sangat kecil. Yakni hanya salah
satu bagian dalam jajaran Departemen Keuangan.

Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri. Inilah salah satu sebab mengapa Badan
Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dalam menjalankan tugasnya sering
terkesan ragu dan tidak tuntas. Tidak jelas alasannya mengapa sangat segan diberikan
kedudukan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan scbagai

lembaga yang independen non departemental yang bertanggung jawab langsung

¥ http: /www. Bapepam_go.id/ profil-Visi dan Misi, Tanggal 10 Juli 2007, pk1.20.00 WIB.




kepada Presiden seperti kedudukan Bank Indonesia, BKPM, BKKBN, dan
sebagainya. ?

Pada awalnya, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selain
menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar uang dan modal, juga menjadi pelaksana
bursa (1976-1990). Oleh karenanya, dulu disebut dengan Bapepum ( Badan
Pengawas Pasar Uang dan Pasar Modal ). Sebagai badan pelaksana Pasar modal
( 1976 ) tugas Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan menurut
Keppres No. 52 / 1976 Tentang Pasar Modal yang disempurnakan dengan Keppres
No 58 Tahun 1984 adalah :

a. Mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual
saham-sahamnya melalui pasar modal, apakah telah memenuhi persyaratan
yang ditentukan , yaitu sehat dalam keuangan dan manajemen.

b. Menyelenggarakan Pasar Modal yang efektif dan efisien.

c. Terus menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang
menjual sahamnya melalui Pasar Modal.

Tindak Pidana dan aktivitas Pasar Modal telah semakin canggih dan kompleks
yang antara lain berdampak pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh
pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana pasar modal. Undang — undang
Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal ( UUPM ) telah menggariskan jenis-jenis

tindak pidana di bidang Pasar Modal seperti penipuan, manipulasi pasar dan

perdagangan orang dalam.

%, Ibid. hal 116




Penipuan menurut UUPM Pasal 90 huruf ¢ adalah membuat pernyatan tidak
benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material agar
pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat
pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan
kerugian untuk diri sendiri atau pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi pihak
lain untuk membeli atau menjual efek.

Manipulasi pasar menurut Pasal 91 UUPM adalah tindakan yang dilakukan
oleh setiap pihak secara langsung atau tidak dengan maksud untuk menciptakan
gambaran semu atau menyesatkan mengenai perdagangan, keadaan pasar atau harga
efek di bursa efek.

Perdagangan orang dalam ( insider trading ), secara teknis diartikan
informasi orang dalam yang didefinisikan informasi yang dimiliki oleh orang dalam
yang belum tersedia untuk umum dan bersifat rahasia.'°.

Kebijakan formulatif mengenai Tindak Pidana Pasar Modal ( TPPM ) diatur
dalam Bab XV Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang
berisikan tentang “ Ketentuan Pidana > ( Pasal 103 UUPM - Pasal 110 UUPM ).

Bila dilihat dari kualifikasi delik ketentuan pidana Undang-undang No 8 Tahun 1995

Tentang Pasar Modal, menurut Pasal 110 UUPM terdapat 2 ( dua) macam delik yaitu

°. M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit, Hal 259-268




10

Kejahatan Pasar Modal dan Pelanggaran Pasar Modal, yang dapat dikelompokkan
sebagai berikut : t
a. Tindak Pidana Pasar Modal yang berupa kejahatan, diatur dalam Pasal 103

ayat (1), Pasal 104, Pasal 106, dan Pasal 107,

b. Tindak Pidana Pasar Modal yang berupa pelanggaran, diatur dalam Pasal 103

ayat (2), Pasal 105 dan Pasal 109.

Tindak Pidana yang terjadi di bidang Pasar Modal dapat dikualifikasikan
sebagai White Collar Crime. Pesan-pesan moral dan politik dalam istilah White
Collar Crime, yang pertama, status pelaku tindak pidana .( status of offender) dan
kedua kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter pekerjaan atau jabatan tertentu
( the occupation character of the offence ). Dua Elemen inilah yang membedakannya
dengan Blue Collar Crime. 12

Ketentuan tentang sanksi pidana di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun
1995 diatur di dalam Pasal 103 UUPM sampai dengan Pasal 110 UUPM pada
Bab XV. Semuanya ini bertujuan untuk mengantisipasi pelanggaran di bidang Pasar
Modal, maupun yang dikualifikasikan sebagai kejahatan. Perumus undang-undang
memberikan ancaman hukuman pidana berupa pidana penjara dan denda yang akan
dijatuhkan, antara 1 ( satu ) tahun sampai dengan 10 ( sepuluh ) tahun, serta ancaman

denda, dari Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sampai dengan

'!. Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan
Kejahatan, P.T Citra Aditia Bakti, Bandung , 2001, Hal 117

. Muladi dan Barda Nawawi Arief , Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Alumni,
Bandung, 1992, Hal 3
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Rp 15.000.000.000,00 ( lima belas miliar rupiah ). Melihat sanksi yang akan
dijatuhkan bagi pelaku kejahatan, maupun pelanggaran di bidang Pasar Modal,
terlihat jelas bahwa pemerintah berusaha untuk menggunakan sarana hukum pidana
sebagai penangkal kejahatan yang akan terjadi khususnya dalam bidang Pasar Modal.
Apabila sanksi pidana yang diterapkan, maka tujuan pemidanaan utama yang
harus dipertimbangkan bukannya rehabilitasi dan resosialisasi terpidana, melainkan
justru efek moral dan pencegahan dari sanksi pidana, karena telah mengkhianati
kepercayaan masyarakat yang paling besar, sehingga pidana harus mencerminkan
beratnya kejahatan yang dicela masyarakat."?
Pendekatan nilai humanistik menuntut pula diperhatikannya ide
” individualisasi pidana > dalam kebijakan/pembaharuan hukum pidana. Ide
individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai
berikut : 14
- Pertanggungjawaban pidana berrsifat pribadi / perseorangan ;
- Pidana hanya diberikan kepada orang yang bersalah ;
- Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi si pelaku, ini
berarti harus ada kelonggaran bagi Hakim dalam memilih sanksi pidana
( jenis maupun berat ringannya sanksi ) dan harus ada kemungkinan

modifikasi pidana ( perubahan / penyesuaian ) dalam pelaksanaannya.

13, Ibid, Hal 5

. 1. Sheldon Glueck, Principles of a Rational Code, dalam buku Stanley E.Group, Theories o}
Punisment, Fred B.Rothman & Co, New York, 1971, Hal 287-288 0
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Walaupun Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 sudah dilengkapi dengan
sanksi pidana yang cukup berat, namun dalam, kenyataannya, masih banyak tejadi
penyimpangan-penyimpangan yang berindikasikan kejahatan dan pelanggaran di
bidang Pasar Modal.

Contoh tindakan atau aktivitas lain di bidang Pasar Modal yang dikategorikan
sebagai Tindak Pidana yang diancam pidana :

a. Manajer Investasi dan pihak terafiliasi yang menerima imbalan dari pihak lain
dalam bentuk apapun, langsung maupun tidak untuk melakukan pembelian
atau penjualan efek.

b. Emiten atau perusahaan publik melakukan penawaran umum namun tidak
menyampaikan pernyataan pendaftaran atau pernyataan pendaftarannya belum
dinyatakan efektif oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan ( Pasal 70 UUPM ).

Ilustrasi contoh kasus :

Kasus penawaran umum tanpa pernyataan pendaftaran yang dilakukan oleh
PT Megamendung yang termuat dalam harian Kompas edisi 30 Februari 2003,
diketahui bahwa PT Megamendung, yaitu suatu PT yang berdomisili hukum
diwilayah Bogor, Jawa Barat melakukan suatu penawaran atas sahamnya kepada
masyarakat. PT Megamendung ( selanjutnya disebut Mega ) hingga saat
pengumuman di koran tersebut belum menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana yang

disyaratkan dalam Undang-undang Pasar Modal. Sesuai dengan ketentuan UUPM,
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kegiatan yang dilakukan oleh Mega merupakan kegiatan penawaran umum, di mana
berdasarkan UUPM, definisi penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk
menjual efek pada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-
undang ini dan peraturan pelaksanaannya. Adapun penawaran umum tersebut
termasuk pula penawaran yang dilakukan antara lain melalui media massa, dalam hal
ini sebagaimana yang Mega lakukan adalah ditawarkan melalui Harian Kompas.

Definisi efek dalam UUPM termasuk di antaranya adalah saham, sedangkan
definisi Emiten berdasarkan UUPM adalah pihak yang melakukan penawaran umum.
Dengan demikian, kegiatan yang dilakukan oleh Mega adalah merupakan suatu
kegiatan yang ilegal yang dilarang berdasarkan ketentuan Pasal 70 UUPM dan dapat
dikenakan sanksi sesuai ketentuan Pasal 106 ayat 1 UUPM.

Dalam hal ini jelas bahwa Mega telah melakukan pelanggaran atas ketentuan
tersebut di atas, sehingga dengan demikian Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan dapat dan memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan
dan atau penyidikan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Mega. 15

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan
menganalisisnya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN
PENGAWASAN OLEH BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN

LEMBAGA KEUANGAN TERHADAP PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA PASAR MODAL .

*. M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, Op Cit, Hal 271-272
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B. RUMUSAN MASALAH
Bertitik tolak dari pemikiran dan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam
penulisan skripsi ini adalah :
1. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal ?
2. Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana

Pasar Modal ?

C. Ruang Lingkup

Pada penulisan ini ruang lingkup penelitian membahas tentang bagaimana
pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga
Keuangan terhadap penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal dan penerapan
sanksi dalam menanggulangi Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal tersebut. Penulis

membatasi wilayah penelitian penulisan skripsi iﬁi'pada Badan Pengawas Pasar

Modal dan Lembaga Keuangan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana
mekanisme pelaksanaan pengawasan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan terhadap penanggulangan Tindak Pidana Pasar Modal dan

penerapan sanksi Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Pasar Modal.
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E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoretis.
Yakni, diharapkan dapat menjadi kajian di bidang [lmu Hukum pada
umumnya dan khususnya pengetahuan di bidang Hukum Pasar Modal,
dimana terdapat Tindak Pidana Pasar Modal dalam kegiatan sehari-hari
Pasar Modal tersebut.

2.  Manfaat Praktis
Yakni, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat
tentang fungsi Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan,
sebagai wadah pembinaan, pengaturan, pengawasan sehari-hari
kegiatan Pasar Modal dan sebagai badan yang berfungsi dalam
menanggulangi Tindak Pidana Pasar Modal, yang bertujuan
mewujudkan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta

melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat.

F. Metode Penelitian
Sudah merupakan ketentuan dalam penulisan karya ilmiah atau skripsi
haruslah berdasarkan pada data yang diperoleh secara objektif yang berarti pula harus
dapat dipertanggungjawabkan.
Tulisan ilmiah yang memenuhi syarat harus didukung dengan data yang

dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan permasalahan. Di dalam disiplin
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karya ilmiah dan untuk menguji kebenaran ilmiah terhadap masalah yang akan
dibahas dalam skripsi ini maka digunakan metode penelitian deskriptif analitis
kualitatif dan pendekatan yuridis empiris.
1. Pendekatan Masalah
Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat normatif dan
pendekatan yuridis empiris. Penelitian yang bersifat normatif yaitu mencari
data, penulis berpegang pada segi-segi hukum, bahan-bahan hukum dan
pendekatan yuridis empiris yaitu bertitik tolak pada data primer atau data
lapangan. Data primer atau data lapangan maksudnya adalah data yang
langsung diperoleh dari sumber pertama melalui penelitian lapangan. te
2. Jenis dan Sumber Data
a. Jenis data
Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data kualitatif
yang bersumber pada data primer dan data sekunder.

b. Sumber data
1. Data Primer
Merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan melalui
wawancara dengan narasumber atau informan yang dianggap
mengetahui tentang pelaksanaan pengawasan terhadap Pasar Modal,

dalam hal ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga

Keuangan Republik Indonesia.

' Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Ul-Press, Cet.ke-3, 1986, him.50-51
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2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan
studi pustaka yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku
hukum, hasil-hasil penelitian di bidang hukum baik yang berwujud
laporan, jurnal-jurnal hukum, makalah-makalah hukum, peraturan-
peraturan perundangan dan literatur hukum yang berkaitan dengan

penelitian ini.

3. Teknik Penentuan Informan

Dalam penentuan informan dilakukan dengan cara purposive sampling
( bertujuan) dengan alasan informan berwenang serta memiliki pengetahuan
mengenai Tindak Pidana Pasar Modal, dalam hal ini adalah Biro-biro pada
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yaitu : Biro
Perundang-undangan dan Bantuan Hukum, Biro Pemeriksaan dan

Penyidikan, dan Biro Transaksi dan Lembaga Efek.

4. Metode Pengumpulan Data
a. Data Primer
Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data secara langsung dari
lapangan (' field research ) yang dilakukan dengan cara melakukan
wawancara yang terstruktur yaitu dengan terlebih dahulu
mempersiapkan daftar pertanyaan yang memuat garis besar pertanyaan

yang akan ditanyakan dan meminta data tertulis yang diperoleh dari
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Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan yang

disesuaikan dengan rumusan permasalahan yang akan diteliti.

. _Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan melakukan

penelitian kepustakaan ( library research ), yaitu data yang diperoleh

dari bahan-bahan hukum seperti :

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat, meliputi :

a. Undang-undang No 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal .

b. Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1995 Tentang Kegiatan di
Bidang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan PP No 12
Tahun 2004 Tentang Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

c. Peraturan pemerintah No 46 Tahun 1995 Tentang Tata Cara
Pemeriksaan Di bidang Hukum Pasar Modal

d. Keputusan Ketua Bapepam-LK dan Lampiran SK Ketua
Bapepam dan LK

e. Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta dan P.T Bursa Efek
Surabaya yang berkaitan dengan pencatatan, perdagangan dan
keanggotaan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai

kedudukan dari bahan hukum primer, meliputi :
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yurisprudensi, doktrin, asas-asas hukum pidana yang
berhubungan dengan Tindak Pidana Pasar Modal ;

buku-buku literatur yang berhubungan dengan Tindak Pidana
Pasar Modal ;

hasil-hasil penelitian, seminar, sosialisasi atau penemuan ilmiah
lainnya ; dan

ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai keterkaitan langsung

dan relevan dengan obyek kajian penelitian.

. Bahan Hukum Tersier.

Adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, meliputi :

a.

b.

koran atau harian, majalah, jurnal ilmiah ;
internet ;
Kamus hukum dan ensiklopedia serta referensi-referensi lain

yang relevan.

Untuk memberikan pemahaman secara jelas, lengkap dan

komprehensif terhadap data sekunder, dilakukan pula wawancara

dengan para informan di lokasi penelitian yaitu pada Badan

Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan.
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5. Lokasi Penelitian.

Lokasi penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta, karena informan
yang akan diwawancarai oleh penulis, dalam hal ini informan-informan dari
Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan berkantor di
Gedung Baru Departemen Keuangan RI Lt 4 JI. Dr Wahidin Raya Jakarta.
Pemilihan lokasi jatuh pada Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga
Keuangan karena Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan
adalah badan yang berwenang dalam pembinaan, pengaturan dan

pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar modal.

6. Metode Analisis Data
Setelah dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder,
penulis melakukan analisa secara kualitatif terhadap semua data yang
diperoleh melalui berbagai sumber tersebut di atas. Setelah diidentifikasi

dan diklasifikasi maka selanjutnya terhadap semua data akan ditarik suatu

kesimpulan.
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